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BAB 111
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban tenaga
kerja wanita muslimah berpakaian hijab di Perseroan Terbatas Vista Tailer
Tekstil Yogyakarta adalahbahwa tenaga kerja wanita muslimah yang bekerja
diperbolehkan untuk memakai hijab. Dalam perusahaan tersebut tidak
diberikan pakaian khusus selama mereka bekerja.Berpakaian hijab dalam
bekerja tidak membahayakan dan dalam hal berpakaian hijab dalam
melakukan kerja di perseroan terbatas tekstil tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang Undangan yang berlaku sehingga pakaian hijab yang
harus digunakan tidak terlalu lebar dan banyak asesoris tamabahan. Pakaian
yang digunakan oleh pekerja wanita semuanya sudah sesuai dengan Undang-
Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Pakaian yang
digunakan belum sesuai dengan Undang-Undang nomor 01 tahun 1970
tantang keselamatan kerja karena Alat Pelindung Diri yang wajib di gunakan

oleh tenaga kerja belum dilaksanakan.
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B. Saran
Sebaiknya Perseroan Terbatas Vista Tailer Tekstil Yogyakartamemberikan
pakaian Alat Pelindung Diri dengan rancangan sesuai bagi tenaga kerja
wanita muslimah yang berpakaian jilbab dan yang tidak berpakaian jilbab.
Hal tersebut tentunya akan lebih menjamin keselamatan para tenaga kerja,
selain itu juga akan memberikan rasa aman dan tenang bagi setiap tenaga

kerja dalam bekerja.
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